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ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti beberapa daerah yang mengundurkan diri, 

menyesuaikan perubahan lokasi pasar rakyat, dan optimalisasi jumlah 

alokasi anggaran pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri 

Perdagangan nomor 98 tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota 

dalam rangka  Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana 

Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang 

Yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan kembali 

beberapa daerah guna pelaksanaan kegiatan pembaungan/revitalisasi 

sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi 

gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembatuan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021; 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; 

UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU 

No. 33 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 

23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 7 

Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 29 

Tahun 2021; PERPRES No. 48 Tahun 2015;  PERPRES No. 16 Tahun 2018;  

PERPRES No. 54 Tahun 2020; PMK No. 156/PMK.7/2008; PERMENDAG No. 

80 Tahun 2020;  PERMENDAG No. 98 Tahun 2020;  PERMENDAG No. 21 

Tahun 2021. 

  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Tugas Pembantuan adalah 

penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari 

pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta 

dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan 

tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk 

melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, 

manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan. Dana 

Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan 

oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Peraturan ini 



 

 
 
 
 

dimaksudkan dasar bupati/wali kota yang menerima penugasan dari 

Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana 

Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang 

didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun anggaran 2021. 

Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa gudang 

nonsistem resi gudang dapat berupa kategori gudang berpendingin atau 

tidak berpendingin. Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi 

Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi 

gudang tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain. Penugasan 

Menteri kepada bupati/wali kota dituangkan dalam bentuk daftar 

penugasan bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan 

gudang nonsistem resi gudang melalui Dana Tugas Pembantuan APBN 

Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa gudang 

nonsistem resi gudang yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran berjalan, pembangunan dilanjutkan oleh pemerintah daerah 

setelah selesai proses hibah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Bupati/ wali kota sebelum melaksanakan kegiatan  

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan, wajib menandatangani 

Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan 1 Juni 2021. 

- Lampiran : 6 hlm 

- Peraturan ini diubah: PERMENDAG No. 55 Tahun 2021. 


